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ABSTRAK 

       Proses Pencalonan anggota DPRD Kota dilaksanakan dengan menaati syarat-

syarat yang telah ditentukan. Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 87/PUU-XX/2022 memberikan dampak terhadap proses pencalonan 

anggota DPRD Kota. Keluarnya Putusan tersebut untuk meminimalisir calon-calon 

terpilih yang tidak memiliki integritas. Permasalahan yang dibahas pada penelitian 

ini adalah implikasi dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

87/PUU-XX/2022 pada proses pencalonan anggota DPRD berstatus mantan 

narapidana pada pemilu 2024. Serta, mengetahui dampak seorang calon anggota 

DPRD Kota merupakan mantan narapidana korupsi. 

       Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi 

penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekundeR 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini studi kepustakaan. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.  

       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

87/PUU-XX/2022 memberi implikasi terhadap proses pencalonan anggota DPRD 

Kota. Amar putusan terhadap syarat seorang calon anggota DPRD Kota yang 

berstatus mantan narapidana membuat KPU mengeluarkan peraturan baru untuk 

mengoptimalisasi mengenai proses pencalonan anggota DPRD Kota pada pemilu 

2024. Pada proses pemilihan umum 2019, KPU merilis data sebanyak 8 calon 

anggota DPRD Kota berstatus mantan narapidana korupsi. Pada pemilu 2024, 

terdapat penurunan calon anggota DPRD Kota yang hanya terdapat 1 calon. Hal ini 

menunjukkan adanya pembelajaran berdasarkan hasil pemilu 2019 serta 

dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. 
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